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Perjanjian Jual Beli Center Tube 6W1B53 Indarung VI (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”) ini 

dibuat dan ditandatangani pada tanggal … bulan … tahun … (…-…-…), oleh dan antara: 

 

I. PT Semen Padang, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik 

Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Indarung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat 25237, dalam 

hal ini diwakili oleh Pri Gustari Akbar, dalam jabatannya sebagai Direktur Operasi PT Semen Padang, oleh 

karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama PT Semen Padang, untuk selanjutnya disebut 

sebagai “Pihak Pertama”; dengan 

 

II. PT …, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, 

berkedudukan di Jalan …, Kota …, Provinsi …, dalam hal ini diwakili oleh …, dalam jabatannya sebagai 

Direktur PT …, oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama PT …, untuk selanjutnya disebut 

sebagai “Pihak Kedua”. 

 

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya dapat secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak” dan 

dapat secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”. 

 

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:  

 

A. Bahwa Pihak Pertama adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang industri semen dan 

dalam menjalankan kegiatan operasional usahanya, Pihak Pertama membutuhkan Center Tube 6W1B53 

Indarung VI. 

 

B. Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perseroan terbatas yang mampu menyediakan Center Tube 6W1B53 

Indarung VI untuk dijual kepada Pihak Pertama 

 

C. Bahwa Para Pihak sepakat dalam rangka penyediaan Center Tube 6W1B53 Indarung VI. Pihak Pertama 

akan bekerja sama dengan Pihak Kedua, dimana Pihak Kedua menyanggupi untuk menjual Center Tube 

6W1B53 Indarung VI kepada Pihak Pertama dengan merk chain manufaktur oleh … 

 

D. Bahwa Para Pihak sepakat untuk menindaklanjuti pelaksanaan Perjanjian ini berdasarkan pertimbangan 

dan dokumen-dokumen sebagai berikut: 

1. Persyaratan Pemberi Kerja (PPK) Pekerjaan: Pengadaan Center Tube 6W1B53 Indarung VI Revisi 

00 Nomor 001428/LB.02.02/TOR/50003503/3000/05.2024 tanggal 28 Mei 2024; 

2. Instruksi Kepada Peserta Pemilihan (IKPP) Pengadaan Center Tube 6W1B53 Indarung VI WBS P2-

24180-03-C-24 Nomor .............. tanggal .....................; 

3. Berita Acara Aanwizjing Pengadaan Center Tube 6W1B53 Indarung VI Nomor ……….. tanggal 

…………; 

4. Surat Pihak Kedua Nomor (REF) ………… tanggal …………… perihal Penawaran Teknis; 

5. Surat Pihak Kedua Nomor (REF) …………. tanggal …………. perihal Negosiasi Harga; dan 

6. Surat Pihak Pertama Nomor ................. tanggal ……….  perihal Pengumuman Pemenang No........... 

 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri secara hukum dalam 

Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal 

sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Definisi 

1. Berita Acara Commissioning Test adalah dokumen berita acara yang ditandatangani oleh wakil Para Pihak 

yang menyatakan telah selesai dan diterimanya Commissioning Test terhadap Barang sebagaimana diatur 

dalam Perjanjian ini. 
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2. Berita Acara Kedatangan Barang adalah dokumen berita acara yang ditandatangani oleh wakil Para Pihak 

yang menyatakan telah datangnya Barang di Lokasi Penyerahan Barang dan dalam keadaan baik tanpa 

cacat, secara tepat waktu, serta sesuai dengan merek, spesifikasi, kuantitas, dan kualitas Barang 

sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian ini, dokumen-dokumen teknis yang berkaitan dengan 

Perjanjian ini, dan dokumen-dokumen pengadaan yang berkaitan dengan Perjanjian ini. 

 

3. Certificate of Manufacture (untuk selanjutnya disebut sebagai “COM”) adalah dokumen yang menyatakan 

bahwa produsen Barang telah menyelesaikan proses produksi Barang dan Barang siap untuk diekspor. 

 

4. Certificate of Origin (untuk selanjutnya disebut sebagai “COO”) adalah dokumen yang menyatakan asal 

Barang. 

 

5. Goods Receipt adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pihak Pertama yang menyatakan Barang telah 

diterima oleh Pihak Pertama. 

 

6. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah 

negara Republik Indonesia, dengan waktu kerja selama 8 (delapan) jam/hari dari jam 08.00 sampai dengan 

jam 17.00 Waktu Indonesia Barat (WIB). 

 

7. Informasi Rahasia adalah semua data dan/atau informasi yang diperoleh secara lisan, tertulis, elektronik, 

dan/atau dalam bentuk lainnya oleh salah satu Pihak dari Pihak lainnya sehubungan pelaksanaan 

Perjanjian ini yang diberitahukan kepadanya secara tertulis sebagai informasi rahasia. 

 

8. Keadaan Kahar adalah keadaan kahar (force majeure) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Perjanjian ini 

tentang Keadaan Kahar. 

 

9. Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (untuk selanjutnya disebut sebagai “K3L”) adalah K3L 

sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Perjanjian ini tentang K3L dan Perlindungan Pekerja. 

 

10. Lampiran adalah seluruh lampiran yang terlampir dalam Perjanjian ini dan merupakan satu kesatuan serta 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. 

 

11. Lokasi Pekerjaan adalah area Suspension Preheater Indarung VI Pihak Pertama sebagai lokasi 

dilaksanakannya supervisi instalasi dan Commissioning Test Barang, serta kegiatan-kegiatan pendukung 

untuk pelaksanaan supervisi instalasi dan Commissioning Test Barang. 

 

12. Pemberitahuan Untuk Ganti Rugi adalah pemberitahuan dari Pihak yang dirugikan kepada Pihak yang 

wanprestasi, yang memuat ringkasan dari dasar klaim, termasuk rincian yang wajar terkait dengan 

kerugian yang timbul dari wanprestasi yang dilakukannya, dasar hukum, fakta atas klaim tersebut, dan 

bukti yang dimiliki oleh Pihak yang dirugikan. 

 

 

13. Syarat dan Ketentuan Baru adalah syarat dan ketentuan yang baru akibat adanya rencana perpanjangan 

Jangka Waktu Perjanjian. 
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Pasal 2 

Ruang Lingkup Perjanjian 

 

1. Pihak Kedua wajib melaksanakan penyediaan, pengiriman dan penyerahan Center Tube 6W1B53 

Indarung VI berupa Normal Element 343 ea, Lock 49 ea dengan merek “…” (untuk selanjutnya disebut 

sebagai “Barang”) kepada Pihak Pertama, serta kegiatan-kegiatan pendukung untuk pelaksanaan 

supervisi instalasi dan Commissioning Test Barang, dengan ruang lingkup Perjanjian ini meliputi: 

a. Rekayasa desain (design engineering) dan persetujuan gambar (approval drawing); 

b. Proses manufaktur (manufacturing process) dan pemeriksaan kualitas (quality inspection); 

c. Penyediaan, pengiriman, dan penyerahan Barang beserta engineering document ke Lokasi 

Penyerahan Barang; 

(untuk selanjutnya disebut sebagai “Ruang Lingkup Perjanjian”). 

 

2. Ketentuan lebih lanjut terkait detail, spesifikasi teknis, dan syarat-syarat teknis Barang maupun 

pelaksanaan Perjanjian ini tercantum dalam Lampiran-Lampiran dengan susunan hierarki Lampiran sesuai 

dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Perjanjian ini tentang Hierarki Dokumen. 

 

3. Dalam hal terdapat pekerjaan yang tidak diatur dalam Perjanjian ini, tetapi secara teknis merupakan satu 

kesatuan dengan Ruang Lingkup Perjanjian yang dianggap perlu atau biasa dilaksanakan, maka Pihak 

Kedua wajib menyediakan, melaksanakan, dan menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dianggap perlu 

tersebut tanpa adanya perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian serta tidak terdapat penambahan Harga 

Barang terkait pelaksanaan pekerjaan tersebut. 

 

Pasal 3 

Jangka Waktu Perjanjian 

 

1. Perjanjian ini berlaku sah dan mengikat Para Pihak terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian 

ini oleh Para Pihak sampai dengan telah dilaksanakannya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak 

berdasarkan Perjanjian ini. 

(untuk selanjutnya disebut sebagai “Jangka Waktu Perjanjian”), kecuali apabila diakhiri lebih awal 

berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini atau diperpanjang atas persetujuan secara tertulis 

dari Para Pihak. 

 

2. Jangka Waktu Perjanjian dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan secara tertulis 

dari Para Pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat sebelum tanggal berakhirnya 

Jangka Waktu Perjanjian. Kesepakatan Para Pihak mengenai Syarat dan Ketentuan Baru wajib telah 

disepakati oleh Para Pihak dalam waktu paling lambat sebelum tanggal berakhirnya Jangka Waktu 

Perjanjian. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan atas Syarat dan Ketentuan Baru oleh Para Pihak, maka 

Perjanjian ini akan berakhir pada saat berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian. 

 

3. Dalam hal Jangka Waktu Perjanjian akan diakhiri lebih awal oleh Para Pihak, maka berlaku ketentuan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Perjanjian ini tentang Berakhirnya Perjanjian. 

 

Pasal 4 

Delivery Time Barang 

 

1. Pihak Kedua wajib telah menyerahkan Barang kepada Pihak Pertama dalam waktu paling lambat 4 

(empat) bulan setelah Purchase Order diterima oleh Pihak Kedua (untuk selanjutnya disebut sebagai 

“Delivery Time Barang”). 

 

2. Delivery Time Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dapat ditinjau dan disesuaikan kembali 

berdasarkan kesepakatan secara tertulis oleh Para Pihak dalam hal terjadi: 
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a. Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Perjanjian ini tentang Keadaan Kahar; atau 

b. Hal-hal lain yang dapat menyebabkan keterlambatan/percepatan/penangguhan terhadap Delivery 

Time Barang dengan adanya perubahan kehendak dari Pihak Pertama. 

 

3. Dalam hal hendak dilakukan perpanjangan Delivery Time Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

Pasal ini, maka Pihak yang hendak melakukan perpanjangan wajib mengajukan permohonan 

perpanjangan secara resmi dan tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat sebelum tanggal 

berakhirnya Delivery Time Barang serta disetujui bersama oleh Para Pihak untuk selanjutnya akan 

dicantumkan dalam Amendemen. 

 

4. Segala biaya yang timbul akibat perpanjangan Delivery Time Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 

Pasal ini menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. 

 

Pasal 5 

Wakil Para Pihak 

 

1. Pihak Pertama menempatkan Kepala Unit Produksi Terak 2 sebagai Wakil Pihak Pertama, dalam hal ini 

bertindak untuk dan atas nama Pihak Pertama sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan 

Perjanjian ini. 

 

2. Pihak Kedua menunjuk ... (...) orang engineer, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pihak Kedua 

untuk mengoordinir pekerja serta bekerja sama maupun berkomunikasi secara aktif, efektif, dan efisien 

dengan para karyawan dari Pihak Pertama demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Perjanjian ini 

(untuk selanjutnya disebut sebagai “Wakil Pihak Kedua”), dengan ketentuan bahwa: 

a. Selama berada di Lokasi Penyerahan Barang, Lokasi Pekerjaan, dan di lokasi lain Pihak Pertama, 

Wakil Pihak Kedua wajib memakai baju seragam dan ID Card yang disediakan oleh Pihak Kedua 

dan diverifikasi oleh Pihak Pertama dengan persyaratan sebagai berikut: 

1) Asli Surat Permohonan Pembuatan ID Card yang ditandatangani oleh Safety Officer Pihak 

Kedua; 

2) Asli Bukti Penyerahan Alat Pelindung Diri (APD) dan pakaian seragam ke Wakil Pihak Kedua; 

3) Salinan Kartu Tanda Pengenal Wakil Pihak Kedua; dan 

4) Salinan Bukti Hubungan Kerja antara Wakil Pihak Kedua dengan Pihak Kedua. 

b. Wakil Pihak Kedua wajib senantiasa dan menggunakan waktunya untuk berada di Lokasi Penyerahan 

Barang dan Lokasi Pekerjaan pada saat kegiatan penyerahan dan penerimaan Barang, kegiatan 

supervisi instalasi dan Commissioning Test Barang, serta kegiatan-kegiatan pendukung untuk 

pelaksanaan supervisi instalasi dan Commissioning Test Barang, serta sekaligus mewakili Pihak 

Kedua untuk menerima instruksi-instruksi dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pihak Pertama; 

c. Dalam hal Wakil Pihak Kedua berhalangan hadir di Lokasi Penyerahan Barang dan Lokasi Pekerjaan 

karena sebab apa pun, maka Pihak Kedua wajib menunjuk penggantinya dalam waktu paling lambat 

3 (tiga) Hari Kerja sebelum Wakil Pihak Kedua berhalangan hadir dan bukti penunjukan pengganti 

Wakil Pihak Kedua diberitahukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama secara resmi dan tertulis; 

dan 

d. Dalam hal Pihak Pertama menganggap Wakil Pihak Kedua kurang memenuhi syarat sehingga dapat 

menghambat progres pelaksanaan Perjanjian ini, maka Pihak Pertama berhak meminta penggantian 

Wakil Pihak Kedua kepada Pihak Kedua secara resmi dan tertulis dan dalam waktu paling lambat 3 

(tiga) Hari Kerja sejak permintaan tersebut, Pihak Kedua wajib melakukan penggantian dan 

menyampaikan pemberitahuan secara resmi dan tertulis kepada Pihak Pertama mengenai informasi 

pengganti Wakil Pihak Kedua, serta segala biaya yang timbul karena penggantian Wakil Pihak Kedua 

menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak Kedua. 
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Pasal 6 

Lokasi Penyerahan Barang 

 

Pihak Kedua wajib menyerahkan Barang di Pelabuhan Teluk Bayur sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

1 Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan CIF (Cost Insurance Freight) Incoterms 2020 (untuk selanjutnya 

disebut sebagai “Lokasi Penyerahan Barang”). 

 

Pasal 7 

Harga Barang 

 

1. Harga Barang yang wajib dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah harga dengan nilai 

sebagai berikut: 

 

Jumlah 

(satuan) 
Barang Harga (satuan) Total Harga 

343 ea Normal Element Rp ……………. Rp …………………. 

49 ea Lock Rp ……………. Rp …………………. 

 Rp …………………. 

 

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Perjanjian ini (untuk selanjutnya disebut 

sebagai “Harga Barang”). 

 

2. Harga Barang adalah tetap dan tidak terdapat eskalasi harga selama Jangka Waktu Perjanjian, kecuali 

terdapat Pihak yang mengalami Keadaan Kahar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam 

Pasal 20 Perjanjian ini tentang Keadaan Kahar. 

 

3. Dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan Perjanjian ini melebihi Harga 

Barang, maka terhadap kelebihan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. 

 

4. Harga Barang sudah termasuk biaya-biaya yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua untuk pelaksanaan 

Perjanjian ini yang mana apabila tidak dikeluarkannya biaya tersebut maka Perjanjian ini tidak dapat 

terlaksana. 

 

5. Harga Barang belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung, dipungut, dan disetorkan 

oleh Pihak Pertama, sedangkan Pajak Penghasilan (PPh) ditanggung oleh Pihak Kedua selaku wajib 

pajak dengan cara dipotong langsung oleh Pihak Pertama dari tagihan Pihak Kedua dan Pihak Pertama 

akan menyerahkan bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) kepada Pihak Kedua. 

 

6. Harga Barang yang dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akan diperhitungkan dengan 

ganti rugi dan sanksi (apabila ada) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 

Perjanjian ini tentang Wanprestasi, Ganti Rugi, dan Sanksi. 

7. Setiap pajak yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 8 

Penagihan dan Pembayaran 

 

1. Pihak Pertama wajib membayar Harga Barang kepada Pihak Kedua dengan ketentuan 100% (seratus 

persen) LC Usence setelah 90 hari dari tanggal pengapalan (tanggal B/L) sesuai dengan persyaratan 

dokumen dan jangka waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini. 
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2. Pihak Pertama wajib membayar Harga Barang kepada Pihak Kedua pada Hari Kerja dalam waktu 90 

(sembilan puluh) hari kalender setelah dokumen-dokumen tagihan (untuk selanjutnya disebut sebagai 

“Dokumen Tagihan”) diterima serta dinyatakan lengkap dan benar oleh Bank Pihak Pertama dan sesuai 

dengan nilai yang ditagihkan oleh Pihak Kedua. Dokumen Tagihan yang wajib diserahkan oleh Pihak 

Kedua kepada Pihak Pertama sebagai berikut: 

a. Commercial Invoice  : 3 Originals + 3 Copies 

b. Bill Of Lading  : 3/3 Originals Plus Non Negotiable 

c. Packing List  : 3 Originals + 3 Copies 

d. Certificate Of Manufacture  : 1 Original + 3 Copies 

e. Certificate Of Origin  : 1 Original + 3 Copies 

f. Certificate Of Insurance : 1 Original + 1 Copy 

g. Bank Garansi Pemeliharaan 1 original + 1 Copy 

 

3. Pihak Pertama berhak membayar Harga Barang setelah melakukan perhitungan (kompensasi) apabila 

terdapat ganti rugi dan sanksi yang wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Perjanjian ini tentang Wanprestasi, Ganti Rugi, dan Sanksi. 

 

4. Pihak Pertama membayar Harga Barang kepada Pihak Kedua melalui mekanisme transfer bank sebagai 

berikut: 

Nama Bank  : Bank … 

Nama Pemilik Rekening : PT … 

Nomor Rekening  : … 

atau nomor rekening lain yang disampaikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam Invoice atau 

Surat Tagihan. 

 

5. Dalam hal Pihak Pertama mengalami Keadaan Kahar yang berdampak kepada kemampuan Pihak 

Pertama dalam melakukan pembayaran Harga Barang sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian 

ini, maka Pihak Pertama berhak: 

a. Menangguhkan sebagian atau seluruh pembayaran Harga Barang kepada Pihak Kedua; atau 

b. Meminta Pihak Kedua melakukan penyesuaian terhadap Harga Barang untuk kemudian disepakati 

secara tertulis oleh Para Pihak dan dicantumkan dalam Amendemen Perjanjian ini. 

 

6. Setiap denda pajak yang timbul akibat keterlambatan Pihak Kedua dalam menyerahkan Dokumen 

Tagihan akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan Pihak Pertama dapat melakukan pemotongan 

denda pajak sesuai dengan batas nilai yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 9 

Pemesanan, Penyerahan dan Penerimaan Barang 

 

1. Pihak Pertama akan menerbitkan Purchase Order sebagai bukti pemesanan Barang setelah Pihak 

Pertama menerima penyerahan Jaminan Pelaksanaan dari Pihak Kedua. 

 

2. Pihak Kedua wajib menyerahkan Barang kepada Pihak Pertama di Lokasi Penyerahan Barang, dalam 

batas Delivery Time, serta sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian ini, 

dokumen-dokumen teknis yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dan dokumen-dokumen pengadaan yang 

berkaitan dengan Perjanjian ini. 

 

3. Pihak Kedua wajib menyerahkan laporan terkait progress Pekerjaan kepada Pihak Pertama minimal 1 kali 

dalam sebulan, yang berisikan : 

a. Schedule dari rencana dan aktual progress Pekerjaan 

b. Photo aktual proses pengerjaan 

 



Halaman 8 dari 28 

 

Pihak Pertama Pihak Kedua 

  

 

4. Pada saat penyerahan Barang, Pihak Kedua wajib melampirkan dokumen-dokumen minimal meliputi: 

a. Surat garansi; 

b. Certificate of Manufacturer (COM); 

c. Quality Inspection Report. 

 

5. Dalam hal Barang yang diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua telah sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian ini, dokumen-dokumen teknis yang berkaitan dengan 

Perjanjian ini, dan dokumen-dokumen pengadaan yang berkaitan dengan Perjanjian ini, serta Pihak 

Kedua telah menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini kepada 

Pihak Pertama, maka Para Pihak menandatangani Berita Acara Kedatangan Barang. 

 

6. Risiko atas kerusakan atau kehilangan Barang akan beralih dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama 

pada saat Barang telah sampai di Lokasi Penyerahan Barang dan siap untuk dilakukan proses unloading 

Barang sesuai dengan ketentuan CIF (Cost Insurance Freight) Incoterms 2020. 

 

Pasal 10 

Pemeriksaan, Pengujian, dan Penetapan Kualitas Barang 

 

1. Pihak Pertama akan melakukan pemeriksaan dan pengujian Barang yang dikirim oleh Pihak Kedua 

terhadap kesesuaian dengan merek, spesifikasi, kuantitas, dan kualitas Barang sebagaimana telah 

ditentukan dalam Perjanjian ini, dokumen-dokumen teknis yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dan 

dokumen-dokumen pengadaan yang berkaitan dengan Perjanjian ini. 

 

2. Dalam hal Pihak Pertama menemukan perbedaan, kerusakan, dan/atau ketidaksesuaian antara Barang 

yang dikirimkan dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, dokumen-dokumen teknis yang berkaitan dengan 

Perjanjian ini, dan dokumen-dokumen pengadaan yang berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk namun 

tidak terbatas pada Barang tidak asli/baru, rusak, terdapat cacat akibat pabrikasi dan/atau pengiriman, 

dan/atau tidak sesuai dengan jenis dan spesifikasi, maka:  

a. Pihak Pertama akan mengirimkan Surat Penolakan Barang kepada Pihak Kedua; dan  

b. Pihak Kedua wajib segera mengambil kembali Barang yang ditolak tersebut dan mengganti dengan 

Barang yang sesuai dengan ketentuan dalam Surat Penolakan Barang, Perjanjian ini, dokumen-

dokumen teknis yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dan dokumen-dokumen pengadaan yang 

berkaitan dengan Perjanjian ini dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak diterimanya 

Surat Penolakan Barang dan tanpa perlu menerbitkan Purchase Order baru. 

 

3. Dalam hal Pihak Pertama menemukan jumlah Barang yang dikirimkan lebih sedikit dari jumlah Barang 

yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, dokumen-dokumen teknis yang berkaitan dengan Perjanjian 

ini, dan dokumen-dokumen pengadaan yang berkaitan dengan Perjanjian ini, serta apabila menurut Pihak 

Pertama kekurangan jumlah Barang tersebut masih dibutuhkan oleh Pihak Pertama, maka:  

a. Pihak Pertama akan mengirimkan Surat Permintaan Kekurangan Barang kepada Pihak Kedua; dan  

b. Pihak Kedua wajib segera memenuhi permintaan Barang tersebut dalam waktu paling lambat 5 (lima) 

hari kalender sejak diterimanya Surat Permintaan Kekurangan Barang sesuai dengan ketentuan 

dalam Surat Permintaan Kekurangan Barang, Perjanjian ini, dokumen-dokumen teknis yang berkaitan 

dengan Perjanjian ini, dan dokumen-dokumen pengadaan yang berkaitan dengan Perjanjian ini tanpa 

perlu menerbitkan Purchase Order baru. 

 

4. Dalam hal Pihak Pertama menemukan bahwa jumlah Barang yang dikirimkan lebih banyak dari jumlah 

Barang yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, dokumen-dokumen teknis yang berkaitan dengan 

Perjanjian ini, dan dokumen-dokumen pengadaan yang berkaitan dengan Perjanjian ini, maka:  

a. Pihak Pertama akan mengirimkan Surat Penolakan Barang kepada Pihak Kedua; 

b. Pihak Kedua wajib segera mengambil kembali Barang yang ditolak tersebut dalam waktu paling 

lambat 5 (lima) hari kalender sejak diterimanya Surat Penolakan Barang; dan 
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c. Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini telah lewat dan Barang belum 

diambil oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan 

dan/atau kehilangan Barang tersebut. 

 

5. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ayat 3, dan/atau ayat 4 Pasal ini, maka: 

1) Segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Pihak Kedua; dan 

2) Dalam hal Delivery Time telah berakhir, maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Perjanjian ini tentang Wanprestasi, Ganti Rugi, dan 

Sanksi. 

 

Pasal 11 

Garansi 

 

1. Masa garansi terhadap Barang adalah selama 12 bulan setelah commissioning atau 18 bulan sejak barang 

diterima (mana yang tercapai terlebih dahulu). 

2. Selama masa garansi Barang, Pihak Kedua wajib: 

a. Memberikan petunjuk kepada Pihak Pertama dalam menyelesaikan masalah-masalah terhadap 

Barang melalui telepon atau media elektronik; 

b. Dalam hal masalah-masalah sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak dapat diselesaikan, 

maka Pihak Kedua wajib menyediakan tenaga ahli dalam waktu paling lambat 1x24 (satu kali dua 

puluh empat) jam sudah berada di lokasi Pihak Pertama untuk membantu Pihak Pertama; dan 

c. Memperbaiki atau mengganti Barang yang mengalami kerusakan. 

 

3. Pihak Kedua memberikan garansi terhadap Barang dengan menjamin bahwa Barang yang diserahkan 

kepada Pihak Pertama sesuai dengan merek, spesifikasi, kuantitas, dan kualitas Barang sebagaimana 

telah ditentukan dalam Perjanjian ini, dokumen-dokumen teknis yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dan 

dokumen-dokumen pengadaan yang berkaitan dengan Perjanjian ini. 

 

Pasal 12 

Jaminan Pemeliharaan 

 

1. Pihak Kedua wajib menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada Pihak Pertama dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Jaminan Pemeliharaan senilai 5% (lima persen) dari Harga Barang; 

b. Jaminan Pemeliharaan berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank milik pemerintah negara 

Republik Indonesia atau bank swasta milik warga negara Republik Indonesia yang telah disetujui oleh 

Pihak Pertama; 

c. Bank Garansi diserahkan kepada bank Pihak Pertama dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja 

sejak tanggal pengapalan; 

d. Jangka waktu berlakunya Bank Garansi adalah sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kalender 

setelah tanggal berakhirnya masa garansi Barang; 

e. Pihak Pertama berhak mencairkan Bank Garansi apabila: 

1) Pihak Kedua tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian 

ini yang disebabkan bukan karena Keadaan Kahar sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 20 Perjanjian ini tentang Keadaan Kahar; atau 

2) Pihak Kedua mengakhiri Jangka Waktu Perjanjian secara sepihak yang bukan karena 

kesalahan (sengaja atau lalai) Pihak Pertama. 

f. Bank Garansi akan dikembalikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah jangka waktu 

berlakunya Bank Garansi berakhir serta terdapat permintaan secara resmi dan tertulis dari Pihak 

Kedua. 

g. Bank Garansi dikeluarkan oleh Bank BUMN di Indonesia. 
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Pasal 13 

Hak dan Kewajiban 

 

Tanpa mengenyampingkan hak dan kewajiban yang tercantum dalam pasal – pasal lainnya dalam Perjanjian 

ini, maka hak dan kewajiban masing-masing Pihak sebagai berikut: 

 

a. Hak Pihak Pertama meliputi: 

1) Menerima Barang dari Pihak Kedua dalam keadaan baik tanpa cacat, secara tepat waktu, serta 

sesuai dengan merek, spesifikasi, kuantitas, dan kualitas Barang sebagaimana telah ditentukan 

dalam Perjanjian ini, dokumen-dokumen teknis yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dan 

dokumen-dokumen pengadaan yang berkaitan dengan Perjanjian ini; 

2) Menolak penerimaan Barang apabila merek, spesifikasi, kuantitas, dan kualitas Barang yang 

dikirimkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian ini, 

dokumen-dokumen teknis yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dan dokumen-dokumen 

pengadaan yang berkaitan dengan Perjanjian ini; 

3) Menerima garansi atas merek, spesifikasi, kuantitas, dan kualitas Barang untuk selalu sesuai 

dengan ketentuan sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian ini, dokumen-dokumen teknis 

yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dan dokumen-dokumen pengadaan yang berkaitan dengan 

Perjanjian ini; 

4) Memperoleh penggantian Barang apabila merek, spesifikasi, kuantitas, dan kualitas Barang yang 

dikirimkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian ini, 

dokumen-dokumen teknis yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dan dokumen-dokumen 

pengadaan yang berkaitan dengan Perjanjian ini; 

5) Menugaskan unit kerja yang bertanggung jawab sebagai counterpart di Lokasi Penyerahan 

Barang dan Lokasi Pekerjaan yang dikoordinatori oleh Wakil Pihak Pertama; 

6) Menolak Wakil Pihak Kedua dan/atau pekerja yang tidak sesuai dengan kompetensi yang 

disyaratkan, dianggap tidak cakap, dan/atau tidak dapat bekerja sama dengan Pihak Pertama; 

7) Mengizinkan dan mengatur seperlunya sehingga pekerja pada saat melaksanakan Perjanjian ini 

dapat mememasuki Lokasi Penyerahan Barang dan Lokasi Pekerjaan; 

8) Memberikan teguran, surat peringatan, dan/atau sanksi kepada Pihak Kedua dan/atau pekerja 

apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini berpotensi menimbulkan kerusakaan di lokasi Pihak 

Pertama dan/atau kerugian bagi Pihak Pertama; 

9) Mengompensasi dengan cara memperhitungkan dan memotong Harga Barang pada saat 

pembayaran Harga Barang kepada Pihak Kedua, apabila terdapat ganti rugi dan/atau sanksi 

yang wajib dibayar oleh Pihak Kedua;  

10) Mencairkan Jaminan Pemeliharaan apabila Pihak Kedua melakukan wanprestasi berdasarkan 

Perjanjian ini; dan 

11) Menerima hak-hak lain yang timbul karena pelaksanaan Perjanjian ini yang tidak diatur dalam 

Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

b. Kewajiban Pihak Pertama meliputi: 

1) Membayar Harga Barang secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini; dan 

2) Melaksanakan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini. 

 

c. Hak Pihak Kedua meliputi:  

1) Menerima pembayaran Harga Barang dari Pihak Pertama secara tepat waktu sesuai dengan 

ketentuan dalam Perjanjian ini; dan 

2) Memasuki Lokasi Penyerahan Barang dan Lokasi Pekerjaan sehubungan dengan pelaksanaan 

Perjanjian ini. 
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d. Kewajiban Pihak Kedua meliputi: 

1) Menyediakan Barang untuk Pihak Pertama dalam keadaan baik tanpa cacat, secara tepat waktu, 

serta sesuai dengan merek, spesifikasi, kuantitas, dan kualitas Barang sebagaimana telah 

ditentukan dalam Perjanjian ini, dokumen-dokumen teknis yang berkaitan dengan Perjanjian ini, 

dan dokumen-dokumen pengadaan yang berkaitan dengan Perjanjian ini; 

2) Memberikan garansi atas merek, spesifikasi, kuantitas, dan kualitas Barang untuk selalu sesuai 

dengan ketentuan sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian ini, dokumen-dokumen teknis 

yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dan dokumen-dokumen pengadaan yang berkaitan dengan 

Perjanjian ini; 

3) Memberikan penggantian Barang apabila merek, spesifikasi, kuantitas, dan kualitas Barang yang 

dikirimkan kepada Pihak Pertama tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah ditentukan 

dalam Perjanjian ini, dokumen-dokumen teknis yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dan 

dokumen-dokumen pengadaan yang berkaitan dengan Perjanjian ini; 

4) Melaksanakan supervisi instalasi dan Commissioning Test Barang, serta kegiatan-kegiatan 

pendukung untuk melaksanakan supervisi instalasi dan Commissioning Test Barang 

sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian ini, dokumen-dokumen teknis yang berkaitan 

dengan Perjanjian ini, dan dokumen-dokumen pengadaan yang berkaitan dengan Perjanjian ini; 

5) Menyiapkan dan menjaga keberlakuan seluruh dokumen terkait asal Barang maupun pengiriman 

Barang sebagaimana dipersyaratkan sesuai dengan Perjanjian ini, dokumen-dokumen teknis 

yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dokumen-dokumen pengadaan yang berkaitan dengan 

Perjanjian ini, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

6) Menyediakan pekerja dan peralatan kerja yang sesuai dengan kualifikasi/spesifikasi dan 

kuantitas yang cukup untuk melaksanakan Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Perjanjian 

ini; 

7) Menunjuk Wakil Pihak Kedua untuk melakukan koordinasi operasional di Lokasi Penyerahan 

Barang dan Lokasi Pekerjaan; 

8) Menyediakan pakaian khusus dan/atau identitas untuk para pekerja yang menunjukkan bahwa 

pekerja tersebut merupakan pekerja untuk melaksanakan Perjanjian ini; 

9) Menyediakan dan melengkapi alat pelindungan diri yang disyaratkan kepada seluruh pekerja 

dalam melaksanakan Perjanjian ini sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

10) Memberi gaji dan mengasuransikan pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, termasuk namun tidak terbatas pada asuransi kecelakaan kerja pekerja pada BPJS 

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; 

11) Menyerahkan  Jaminan Pemeliharaan kepada Pihak Pertama; 

12) Bertanggung jawab terhadap segala pengusutan dan penggantian terhadap semua kerusakan 

dan/atau kehilangan peralatan milik Pihak Pertama di lokasi Pihak Pertama (khususnya Lokasi 

Penyerahan Barang dan Lokasi Pekerjaan) yang disebabkan oleh kesalahan (sengaja atau lalai) 

pekerja yang digunakan oleh Pihak Kedua; 

13) Bertanggung jawab terhadap terpeliharanya ketertiban dan keamanan di lokasi Pihak Pertama 

(khususnya Lokasi Penyerahan Barang dan Lokasi Pekerjaan), baik dari gangguan dan 

hambatan selama Perjanjian ini berlangsung maupun terhadap pencurian dan kehilangan; 

14) Bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan terhadap kegiatan 

yang berpotensi maupun telah menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan sesuai 

ketentuan perundangan-undangan; 

15) Bertanggung jawab terhadap segala tindakan/perbuatan dari pekerja yang dipekerjakan, 

termasuk namun tidak terbatas pada pemogokan, perkelahian atau berbuat onar dalam bentuk 

lainnya, tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah, serta mengganggu kelancaran jalannya 

Perjanjian ini dan/atau kegiatan operasional yang dapat atau telah merugikan Pihak Pertama; 

16) Memberikan pengganti pekerja sesuai kualifikasinya yang karena alasan apa pun berhalangan 

hadir dan/atau ditolak oleh Pihak Pertama; 
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17) Menyesuaikan waktu dan jam kerja sesuai dengan kebutuhan dan jam operasional yang berlaku 

di Pihak Pertama, serta apabila pekerja yang melaksanakan Perjanjian ini bermaksud 

meninggalkan Lokasi Penyerahan Barang dan Lokasi Pekerjaan sebelum berakhirnya jam kerja, 

maka terlebih dahulu wajib memperoleh izin dari Wakil Pihak Pertama; 

18) Tidak melakukan tindakan apa pun yang merugikan Pihak Pertama; 

19) Memberikan atau membayarkan ganti rugi dan sanksi kepada Pihak Pertama apabila Pihak 

Kedua wanprestasi; 

20) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan ketenagakerjaan dan 

K3L selama berlangsungnya Perjanjian ini; 

21) Menunjuk Safety Officer yang telah bersertifikat dan melaporkannya kepada Pihak Pertama 

untuk disetujui, yang bertugas mengawasi pekerja berkaitan dengan kepatuhan terhadap 

peraturan K3L yang berlaku di lingkungan Pihak Pertama dan ketentuan dalam Perjanjian ini 

beserta Lampiran; 

22) Menjaga kebersihan lokasi Pihak Pertama setiap hari dan membersihkan seluruh bekas-bekas 

pekerjaan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan pada hari itu; dan 

23) Melaksanakan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini. 

 

Pasal 14 

Pernyataan dan Jaminan 

 

1. Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya hal-hal sebagai berikut: 

a. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang sah dan mengikat Para Pihak; 

b. Perjanjian ini ditandatangani oleh wakil yang sah dari masing-masing Pihak dan masing-masing 

Pihak memiliki seluruh persetujuan dan kewenangan untuk menandatangani dan melaksanakan 

kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; 

c. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan melanggar atau bertentangan dengan:  

1) Hukum yang berlaku;  

2) Anggaran dasar masing-masing Pihak (apabila relevan); dan  

3) Setiap perjanjian atau kesanggupan yang mengikat masing-masing Pihak (apabila relevan). 

d. Masing-masing Pihak merupakan perusahaan yang didirikan dan beroperasi secara sah berdasarkan 

hukum negara Republik Indonesia; 

e. Masing-masing Pihak memiliki seluruh persetujuan dan izin-izin yang disyaratkan oleh ketentuan 

peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan anggaran 

dasarnya sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini; 

f. Masing-masing Pihak memiliki kewenangan penuh untuk melakukan kerja sama dengan Pihak 

lainnya dan tidak dilarang oleh hukum yang berlaku dan/atau perjanjian apa pun untuk melakukan 

kerja sama berdasarkan Perjanjian ini; 

g. Masing-masing Pihak tidak terlibat sengketa, proses pengadilan, dan proses investigasi dalam bentuk 

apa pun, termasuk proses arbitrase atau proses administrasi yang sedang berlangsung pada saat ini, 

tertunda, atau mengancam, serta tidak terdapat surat perintah atau ketetapan dalam bentuk apa pun 

yang diterbitkan oleh pengadilan mana pun, badan arbitrase, pemerintah yang berwenang, komisi 

atau pejabat mana pun terhadap atau yang dapat mempengaruhi Para Pihak atau kemampuan Para 

Pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan 

h. Seluruh informasi yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya sebelum Perjanjian ini 

berlaku maupun informasi dalam Perjanjian ini adalah benar dan tepat  

 

2. Pihak Kedua menyatakan dan menjamin kepada Pihak Pertama bahwa pada tanggal Perjanjian ini dan 

selama Jangka Waktu Perjanjian hal-hal sebagai berikut: 

a. Pihak Kedua adalah pemilik yang sah atas Barang dan telah mengambil segala tindakan yang 

diperlukan dan/atau memperoleh izin/lisensi/persetujuan yang disyaratkan untuk Pihak Kedua; 
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b. Barang sedang tidak dalam keadaan dijaminkan, bebas, dan bersih dari segala gadai, bebas 

sengketa, atau penjaminan dan Pihak Kedua berhak serta berwenang untuk menjual dan 

mengalihkan Barang kepada Pihak Pertama; 

c. Tidak terdapat agen, perantara, atau firma yang bertindak untuk dan atas nama Pihak Kedua yang 

berhak atau akan berhak atas komisi atau biaya perantara dari Pihak Pertama dalam kaitannya 

dengan pelaksanaan Perjanjian ini; 

d. Pihak Kedua tidak sedang menjalani proses hukum kepailitan atau mengeluarkan pernyataan untuk 

membubarkan dirinya; dan 

e. Tidak terdapat ketentuan dari undang-undang, aturan, hak tanggungan, surat perjanjian (indenture), 

kontrak, laporan pembiayaan, perjanjian, atau keputusan yang berlaku saat ini yang mengikat Pihak 

Kedua yang dapat bertentangan dengan atau dengan cara apa pun menghalangi penandatanganan, 

pemberlakuan, atau pelaksanaan Perjanjian ini atau dokumen atau perjanjian lainnya yang 

disebutkan dalam Perjanjian ini. 

 

Pasal 15 

Kerahasiaan 

 

1. Para Pihak sepakat untuk saling bertukar data, informasi, dan/atau Informasi Rahasia mengenai hal-hal 

yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan yang semata-mata berhubungan dengan 

maksud dan tujuan Perjanjian ini. 

 

2. Para Pihak sepakat untuk tidak mengungkapkan, menggunakan, membuat salinan, dan/atau mengalihkan 

data, informasi, dan/atau Informasi Rahasia apa pun kepada pihak ketiga atau badan mana pun selain 

diperlukan dalam melaksanakan tugas, peran, dan fungsinya yang diatur dalam Perjanjian ini. 

 

3. Para Pihak wajib menjaga seluruh Informasi Rahasia, baik yang diperoleh secara lisan, tertulis, elektronik, 

atau dalam bentuk lainnya dari Pihak yang memberikan Informasi Rahasia sehubungan dengan 

pelaksanaan Perjanjian. 

 

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini dikecualikan apabila data, informasi, dan/atau 

Informasi Rahasia tersebut: 

a. Sudah menjadi milik umum (public domain); 

b. Ditujukan untuk kepentingan negara Republik Indonesia dan/atau keperluan yang diwajibkan oleh 

hukum sehingga masing-masing Pihak dapat memberikan data, informasi, dan/atau Informasi 

Rahasia kepada pemerintah dan/atau aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan; atau 

c. Telah mendapat persetujuan secara tertulis dari Pihak lainnya untuk diungkapkan. 

 

5. Dalam hal Perjanjian ini berakhir, maka kewajiban Para Pihak untuk menjamin kerahasiaan semua data, 

informasi, dan/atau Informasi Rahasia tetap berlaku. 

 

6. Dalam hal salah satu Pihak melanggar ketentuan dalam Pasal ini, maka Pihak tersebut wajib memberikan 

ganti rugi kepada Pihak lainnya atas setiap kerugian yang timbul akibat pelanggaran yang telah dilakukan. 

 

Pasal 16 

Komitmen Anti Suap 

 

1. Para Pihak sepakat membangun kerja sama yang mengedepankan kepatuhan terhadap kebijakan anti 

penyuapan dan berkomitmen untuk mencegah penyuapan oleh dan/atau atas nama dan/atau keuntungan 

Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini. 
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2. Masing-masing Pihak dilarang memberikan dan/atau menerima dan/atau meminta kepada Pihak lainnya 

uang dan/atau barang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan jika terjadi pelanggaran atas 

ketentuan ini, maka masing-masing Pihak wajib memberikan sanksi yang tegas kepada pelakunya. 

 

3. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada pembayaran atau bentuk manfaat lain 

atau perlakuan khusus lainnya yang telah atau akan ditawarkan, dijanjikan, atau diberikan, baik secara 

langsung maupun tidak langsung, kepada pejabat publik, baik untuk pejabat publik itu sendiri maupun 

untuk orang atau badan lain, dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan/keputusan resminya, atau 

agar dia menggunakan pengaruhnya terhadap suatu badan atau institusi pemerintah, atau untuk 

memuluskan/memastikan diperolehnya suatu manfaat secara tidak patut atau tidak sah terkait dengan 

bisnis Para Pihak. 

 

4. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada pembayaran atau bentuk manfaat lain 

atau perlakuan khusus yang telah atau akan dijanjikan, ditawarkan, atau diberikan kepada pihak swasta 

dengan maksud untuk mempengaruhi suatu tindakan, atau memuluskan/memastikan diperolehnya suatu 

manfaat secara tidak patut terkait dengan bisnis Para Pihak. 

 

5. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa diantara Para Pihak tidak ada pembayaran atau 

bentuk manfaat lain atau perlakuan khusus yang telah atau akan dijanjikan, ditawarkan, atau diberikan dari 

satu Pihak kepada Pihak lainnya (termasuk kepada keluarga masing-masing Pihak) dengan maksud 

untuk memperkaya diri sendiri/orang lain dan dapat mempengaruhi suatu tindakan atau 

memuluskan/memastikan diperolehnya suatu manfaat secara tidak patut terkait dengan bisnis Para Pihak. 

 

6. Para Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa dirinya dan/atau seluruh pemegang saham 

langsungnya, termasuk direktur, pejabat, karyawan, dan sub-kontraktornya yang akan melaksanakan 

Perjanjian ini telah mengetahui dan memahami tentang undang-undang, pembatasan-pembatasan, dan 

prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 Pasal ini, dan oleh karena itu setuju 

untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin kepatuhan orang-orang tersebut dalam 

melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. 

 

Pasal 17 

Wanprestasi, Ganti Rugi, dan Sanksi 

 

1. Setiap keadaan berikut dikategorikan sebagai wanprestasi, yaitu: 

a. Pihak Pertama tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajibannya dan ketentuan dalam 

Perjanjian ini serta tidak mampu memperbaiki kesalahannya (sengaja atau lalai); dan/atau 

b. Pihak Kedua tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajibannya dan ketentuan dalam 

Perjanjian ini serta tidak mampu memperbaiki kesalahannya (sengaja atau lalai). 

 

2. Dalam hal terdapat Pihak yang tidak memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya yang timbul 

berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak yang dirugikan dapat memberikan surat peringatan, meminta ganti 

rugi, dan memberikan sanksi kepada Pihak yang wanprestasi. 

 

3. Pemberian surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini dilakukan secara berurutan 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Pihak yang dirugikan memberikan Surat Peringatan Pertama kepada Pihak yang wanprestasi; 

b. Dalam hal setelah Surat Peringatan Pertama diberikan, Pihak yang wanprestasi tidak melaksanakan 

kewajibannya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan 

dalam Surat Peringatan Pertama, maka Pihak yang dirugikan memberikan Surat Peringatan Kedua; 

c. Dalam hal setelah Surat Peringatan Kedua diberikan, Pihak yang wanprestasi tidak melaksanakan 

kewajibannya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan 
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dalam Surat Peringatan Kedua, maka Pihak yang dirugikan memberikan Surat Peringatan Ketiga; 

dan 

d. Dalam hal setelah Surat Peringatan Ketiga diberikan, Pihak yang wanprestasi tetap tidak 

melaksanakan kewajibannya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai dengan batas waktu 

yang ditetapkan dalam Surat Peringatan Ketiga, maka Pihak yang dirugikan dapat untuk: 

1) Mengakhiri Perjanjian ini; 

2) Menerima pembayaran hutang yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini (apabila ada); 

3) Meminta ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian yang timbul (apabila ada); dan 

4) Memberikan sanksi. 

 

4. Pemberian surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini berlaku terhadap seluruh 

wanprestasi, baik yang berupa pengulangan wanprestasi maupun wanprestasi lainnya sebagaimana diatur 

dalam Perjanjian ini, dimana surat peringatan yang diberikan bersifat akumulatif. 

 

5. Ketentuan terkait pemberian surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini tidak berlaku 

untuk keterlambatan pengiriman Barang oleh Pihak Kedua, dimana Pihak Pertama dapat langsung 

meminta ganti rugi dan mengenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, kecuali apabila 

Barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam Perjanjian ini. 

 

6. Permintaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini dilakukan oleh Pihak yang dirugikan 

dengan memberikan Pemberitahuan Untuk Ganti Rugi kepada Pihak yang wanprestasi dan Pihak yang 

wanprestasi wajib memberikan/membayar ganti rugi kepada Pihak yang dirugikan, dalam waktu paling 

lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tanggal Pemberitahuan Untuk Ganti Rugi atau dalam waktu 

lain yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak. 

 

7. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua 

terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Kedua berupa keterlambatan penyerahan Barang 

sebagaimana ditentukan pada batas Delivery Time dalam Perjanjian ini, dilakukan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Dalam hal keterlambatan kurang dari 60 (enam puluh) hari kalender dari jadwal yang telah ditetapkan, 

maka Pihak Kedua diberi sanksi berupa denda sebesar 1,5‰ (satu koma lima permil) per hari 

kalender dari total Harga Barang; dan 

b. Dalam hal keterlambatan telah lebih dari atau sama dengan 60 (enam puluh) hari kalender dari jadwal 

yang telah ditetapkan, maka Pihak Kedua diberi sanksi berupa denda sebesar 9% (sembilan persen) 

dari total Harga Barang. 

 

8. Pembayaran ganti rugi dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini dapat dikompensasikan 

dengan cara memperhitungkan dan memotong Harga Barang pada saat pembayaran Harga Barang. 

 

9. Dalam hal wanprestasi dilakukan oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama telah memberikan surat 

peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, maka: 

a. Pihak Pertama dapat mengalihkan pelaksanaan Perjanjian ini kepada pihak ketiga dengan 

pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua dan Para Pihak sepakat bahwa biaya yang 

timbul akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua; 

b. Pihak Pertama dapat untuk tidak mengundang Pihak Kedua dalam pengadaan barang yang sama 

dan/atau pengadaan lain selama batas waktu yang ditentukan oleh Pihak Pertama; dan 

c. Pihak Pertama tidak wajib memberi ganti rugi dalam bentuk apa pun kepada Pihak Kedua. 
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Pasal 18 

Pembatasan Tanggung Jawab dan Kerugian Tidak Langsung 

 

1. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan dan/atau kehilangan yang timbul 

sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini oleh Pihak Kedua, baik karena pelaksanaan Perjanjian 

ini, perbuatan melawan hukum, maupun untuk kerusakan atau kerugian lainnya atau pidana.  

 

2. Pihak Kedua akan bertanggung jawab atas segala kerugian, membela, dan membebaskan Pihak 

Pertama (termasuk pejabat, direktur, dan karyawannya) dari dan terhadap setiap dan seluruh kerugian, 

kerusakan, tanggung jawab, klaim, proses, pajak, biaya dan pengeluaran (termasuk biaya, pengeluaran, 

dan biaya lainnya dari penasihat), yang secara wajar dikeluarkan oleh Pihak Pertama dalam tindakan apa 

pun antara Pihak Kedua dengan Pihak Pertama dan/atau antara Pihak Pertama dengan pihak ketiga 

mana pun yang timbul dari kesalahan (sengaja atau lalai) yang dilakukan oleh Pihak Kedua, yang 

dihasilkan dari atau timbul karena: 

a. Pelanggaran dalam bentuk apa pun oleh Pihak Kedua atas pernyataan dan/atau jaminannya 

berdasarkan Perjanjian ini;  

b. Pelanggaran terhadap setiap kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini; 

c. Adanya klaim atau tuntutan pembayaran dari pihak ketiga mana pun yang timbul karena adanya 

pelanggaran atas pernyataan dan/atau jaminan Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini; 

d. Kerugian akibat wanprestasi oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan kewajibannya, baik sebagian 

maupun seluruhnya berdasarkan Perjanjian ini; 

e. Kerugian akibat terjadinya kerusakan fasilitas-fasilitas dan/atau barang-barang milik Pihak Pertama 

yang disebabkan oleh kesalahan (sengaja atau lalai) Pihak Kedua; dan/atau  

f. Dalam hal terdapat kecelakaan pada karyawan Pihak Pertama yang disebabkan oleh kesalahan 

(sengaja atau lalai) Pihak Kedua dalam melaksanakan Perjanjian ini di Lokasi Penyerahan Barang 

dan Lokasi Pekerjaan. 

 

3. Dalam hal terjadi sebagian atau seluruh hal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka Pihak 

Pertama berhak meminta ganti rugi kepada Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 18 Perjanjian ini tentang Wanprestasi, Ganti Rugi, dan Sanksi. 

 

4. Pihak Pertama maupun Pihak Kedua tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan keuntungan, 

kerugian, bunga, kerugian produksi, dan/atau setiap kerugian-kerugian lain, yang bersifat tidak langsung 

dan dialami oleh Pihak lainnya akibat pelaksanaan Perjanjian ini. 

 

Pasal 19 

Keadaan Kahar 

 

1. Bahwa yang termasuk dalam Keadaan Kahar adalah peristiwa-peristiwa yang meliputi, termasuk namun 

tidak terbatas pada: 

a. Bencana alam, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, dan banjir yang 

mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan; 

b. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, kebijakan pemerintah, pandemi dan epidemi yang 

secara keseluruhan berhubungan langsung kepada masing-masing Pihak sehingga menjadi tidak 

mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini; dan 

c. Hal-hal lain yang berada di luar kemampuan yang wajar dan tidak dapat dikendalikan oleh masing-

masing Pihak sehingga mengakibatkan kewajiban tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

Perjanjian ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

2. Masing-masing Pihak dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat menuntut ganti rugi kepada Pihak 

lainnya atas kegagalan atau keterlambatan dalam memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini 

apabila kegagalan atau keterlambatan tersebut disebabkan oleh terjadinya Keadaan Kahar sebagaimana 
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dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dan Pihak tersebut telah menggunakan segala upaya yang maksimal 

untuk menanggulangi penyebab atau peristiwa tersebut. 

 

3. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib segera memberitahu Pihak lainnya secara lisan atau telepon 

dalam waktu paling lambat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara 

tertulis (untuk selanjutnya disebut sebagai “Laporan Tertulis”) dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari 

Kerja setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan 

perkiraan atau upaya-upaya terbaik yang akan dan/atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar 

tersebut. 

 

4. Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar maupun Laporan Tertulis sebagaimana dimaksud 

pada ayat 3 Pasal ini wajib memberikan jawaban dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah 

pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut diterima dengan berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. Dalam hal Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar maupun Laporan Tertulis tidak 

memberikan respon, maka Pihak tersebut dianggap telah mengetahui adanya Keadaan Kahar dan 

menyetujui hal-hal yang dinyatakan dalam surat pemberitahuan tersebut; 

b. Dalam hal Keadaan Kahar tidak disetujui oleh Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar 

maupun Laporan Tertulis, maka Pihak tersebut akan meneruskan kewajiban sesuai dengan 

ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini; atau 

c. Dalam hal Keadaan Kahar disetujui oleh Pihak yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar 

maupun Laporan Tertulis, maka Para Pihak akan merundingkan kembali kelanjutan Perjanjian ini 

beserta hal-hal lain yang dianggap penting dalam pelaksanaan Perjanjian ini. 

 

5. Dalam hal Pihak yang terkena Keadaan Kahar tidak memberi pemberitahuan Keadaan Kahar maupun 

mengirim Laporan Tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal 

ini, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tetap wajib bertanggung jawab terhadap kegagalan atau 

keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sampai dengan 

pemberitahuan Keadaan Kahar atau Laporan Tertulis diterima oleh Pihak lainnya; dan 

b. Pembebasan tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan 

kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan 

Keadaan Kahar atau Laporan Tertulis oleh Pihak lainnya. 

 

6. Dalam hal masa Keadaan Kahar dan/atau masa pemulihan keadaan Keadaan Kahar yang diajukan oleh 

Pihak yang terkena, lebih dari 2 (dua) bulan sejak terjadinya Keadaan Kahar, maka Para Pihak akan 

merundingkan kembali pelaksanaan Perjanjian ini mengenai bentuk dan mekanisme pelaksanaan 

Perjanjian ini atau keputusan untuk melanjutkan atau mengakhiri Perjanjian ini, serta rencana 

penyelesaian kewajiban masing-masing Pihak terkait dengan keadaan ini. 

 

Pasal 20 

Berakhirnya Perjanjian 

 

1. Perjanjian ini berakhir secara otomatis pada saat: 

a. Jangka Waktu Perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang oleh Para Pihak;  

b. Otoritas pemerintah negara Republik Indonesia mengeluarkan suatu ketentuan peraturan perundang-

undangan dan/atau kebijakan yang melarang, menghambat, dan/atau tidak memungkinkan 

dilaksanakannya Perjanjian ini;  

c. Izin usaha dari salah satu Pihak yang diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian ini dicabut dan/atau 

dibekukan oleh otoritas pemerintah negara Republik Indonesia; dan/atau 

d. Dalam hal salah satu Pihak dinyatakan pailit, mengajukan permohonan pernyataan pailit, terkait 

dengan proses pemeriksaan kepailitan, dibubarkan atau dilikuidasi, baik secara sukarela atau 
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berdasarkan suatu putusan pengadilan yang inkracht. Apabila salah satu sebab sebagaimana 

dimaksud pada huruf ini terjadi pada salah satu Pihak, maka Pihak tersebut dianggap wanprestasi. 

 

2. Masing-masing Pihak dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian ini, apabila: 

a. Salah satu Pihak wanprestasi; atau 

b. Salah satu Pihak akan mengakhiri Perjanjian ini dengan alasan selain wanprestasi meliputi: 

1) Adanya kesepakatan secara tertulis dari Para Pihak; atau 

2) Adanya Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Perjanjian ini tentang Keadaan 

Kahar. 

 

3. Pihak Pertama dapat secara sepihak melakukan pengakhiran Perjanjian ini, apabila: 

a. Pihak Kedua terbukti dengan adanya temuan atau indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan 

dalam pelaksanaan Perjanjian ini berdasarkan laporan hasil evaluasi dari internal Pihak Pertama 

maupun pihak independen (auditor) yang kompeten dan ditunjuk oleh Pihak Pertama; 

b. Pihak Kedua terbukti melakukan pengalihan sebagian atau seluruh pelaksanaan Perjanjian ini 

kepada pihak ketiga (subkontraktor) tanpa persetujuan secara tertulis dari Pihak Pertama; 

c. Pihak Kedua melanggar ketentuan komitmen anti suap sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;  

d. Pihak Kedua tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Pihak Pertama sesuai dengan batas 

waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 Perjanjian ini tentang Jaminan Pelaksanaan; 

dan/atau 

e. Terdapat alasan lainnya yang menurut pendapat Pihak Pertama dapat menyebabkan Perjanjian ini 

tidak dapat dilaksanakan, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan bisnis/strategi dari Pihak 

Pertama atau arahan dari pemegang saham Pihak Pertama. 

 

4. Pihak Kedua tidak akan melakukan dan dengan ini mengenyampingkan haknya untuk melakukan 

penuntutan dalam bentuk apa pun kepada Pihak Pertama terkait pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana 

dimaksud pada ayat 3 Pasal ini. 

 

5. Bahwa hak yang dimiliki oleh Pihak Pertama untuk melakukan pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana 

diatur dalam Pasal ini tidak melepaskan hak Pihak Pertama untuk meminta ganti rugi dan mengenakan 

sanksi kepada Pihak Kedua. 

 

6. Pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis beserta 

alasan pengakhiran tersebut kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender 

sebelum tanggal diakhirinya Perjanjian ini dengan menyebutkan alasannya (untuk selanjutnya disebut 

sebagai “Surat Pemberitahuan Pengakhiran”). 

 

7. Pihak yang menerima Surat Pemberitahuan Pengakhiran wajib menanggapi dalam waktu paling lambat 7 

(tujuh) hari kalender sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pengakhiran yang dibuktikan dengan 

tanda terima secara tertulis dan apabila dalam waktu tersebut tidak diberikan tanggapan atas Surat 

Pemberitahuan Pengakhiran, maka Pihak yang memberitahukan menganggap bahwa Pihak lainnya 

setuju. 

 

8. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini, maka Para Pihak dengan ini sepakat untuk 

mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ditafsirkan bahwa 

dibutuhkan suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri perjanjian sehingga pengakhiran Perjanjian ini 

cukup dilakukan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pengakhiran. 

 

9. Berakhirnya Perjanjian ini oleh sebab apapun tidak menghapus hak dan kewajiban yang telah timbul atau 

belum dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini sehingga Para Pihak wajib menyelesaikan hak dan 

kewajiban tersebut. 
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Pasal 21 

Pengalihan Perjanjian 

 

1. Pihak Kedua tidak boleh mengalihkan sebagian atau seluruh pelaksanaan Perjanjian ini kepada pihak 

ketiga (subkontraktor), kecuali telah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Pihak 

Pertama dan pengalihan tersebut tidak mengurangi tanggung jawab dan/atau kewajiban Pihak Kedua 

atas sebagian atau seluruh pelaksanaan Perjanjian ini. 

 

2. Dalam hal Pihak Kedua melakukan pengalihan sebagian atau seluruh pelaksanaan Perjanjian ini tanpa 

persetujuan secara tertulis dari Pihak Pertama, maka setiap bentuk pengalihannya dianggap tidak sah. 

 

3. Dalam hal Pihak Pertama memberikan persetujuan secara tertulis atas pengalihan sebagian atau seluruh 

pelaksanaan Perjanjian ini, maka Pihak Kedua tetap bertindak sebagai penanggung jawab utama kepada 

Pihak Pertama. 

 

4. Tidak terdapat pengalihan perjanjian apa pun dengan pihak mana pun yang dianggap menciptakan 

hubungan kontraktual antara Pihak Pertama dengan pihak ketiga (subkontraktor) yang menerima 

pengalihan dari Pihak Kedua. 

 

5. Pengalihan sebagian atau seluruh pelaksanaan Perjanjian ini dari Pihak Kedua kepada pihak ketiga 

(subkontraktor) yang telah disetujui oleh Pihak Pertama, wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian secara 

tertulis. 

 

6. Pihak Kedua wajib menjamin bahwa pihak ketiga (subkontraktor) yang telah memperoleh persetujuan dari 

Pihak Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mengalihkan kembali kepada pihak 

lainnya. 

 

7. Dalam hal terjadi pengalihan sebagian atau seluruh pelaksanaan Perjanjian ini kepada pihak ketiga 

(subkontraktor), maka pihak ketiga (subkontraktor) wajib mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam 

Perjanjian ini. 

 

Pasal 22 

Penangguhan Perjanjian 

 

1. Perjanjian ini dapat dilakukan penangguhan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Pihak Pertama berhak menangguhkan pelaksanaan lebih lanjut terhadap sebagian atau seluruh 

Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua, yang 

menyebutkan tanggal mulai berlakunya penangguhan dan perkiraan jangka waktu berlakunya 

penangguhan; 

b. Pihak Kedua akan menangguhkan pelaksanaan Perjanjian ini sejak tanggal mulai berlakunya 

penangguhan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini dan melakukan upaya terbaiknya untuk 

meminimalisir seminimal mungkin biaya-biaya yang timbul dan menjadi tanggung jawab Pihak 

Pertama sehubungan dengan penangguhan tersebut; dan 

c. Pihak Pertama dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua, dapat 

menyatakan pemberhentian penangguhan dan Pihak Kedua wajib segera melanjutkan pelaksanaan 

Perjanjian ini. 

 

2. Dalam hal terjadi penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dan bukan disebabkan 

karena kesalahan (sengaja atau lalai) Pihak Kedua, maka Para Pihak akan melakukan musyawarah 

untuk mencapai mufakat dalam mengevaluasi penyebab-penyebab dan menetapkan akibat-akibat 

penangguhan, termasuk menyesuaikan Delivery Time dan biaya yang timbul (apabila ada) dengan 
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mempertimbangkan jangka waktu berlakunya penangguhan dan kemampuan Pihak Kedua untuk kembali 

melaksanakan Perjanjian ini. 

 

3. Pihak Kedua berhak menangguhkan pelaksanaan lebih lanjut terhadap sebagian atau seluruh Perjanjian 

ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama dalam hal Pihak Pertama 

tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, yang menyebutkan tanggal mulai berlakunya 

penangguhan dan perkiraan jangka waktu berlakunya penangguhan. 

 

Pasal 23 

Amendemen Perjanjian 

 

Dalam hal terdapat ketentuan yang belum diatur, terdapat ketentuan yang tidak sesuai, dan/atau terdapat 

ketentuan yang hendak ditambahkan dalam Perjanjian ini, serta apabila diperlukan perubahan terhadap 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian ini, maka Para Pihak akan mendiskusikannya dan jika 

disetujui oleh Para Pihak, maka ketentuan tersebut akan dituangkan dalam Amendemen Perjanjian ini, yang 

hanya akan berlaku dan mengikat jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak, serta 

merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini. 

 

Pasal 24 

Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa 

 

1. Perjanjian ini dibuat dan dilaksanakan tunduk kepada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. 

 

2. Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan 

Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat 

tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat. 

 

3. Dalam hal penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal 

ini tidak mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya penyelesaian 

perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan 

perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut melalui Pengadilan Negeri Padang. 

 

4. Terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini tidak 

membebaskan Para Pihak untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya yang telah disepakati berdasarkan 

Perjanjian ini. 

 

5. Dalam hal Perjanjian ini berakhir, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal ini tetap berlaku bagi 

Para Pihak. 

 

Pasal 25 

K3L dan Perlindungan Pekerja 

 

1. Dalam hal kepatuhan terhadap K3L, maka Para Pihak wajib: 

a. Mematuhi peraturan K3L dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Mematuhi ketentuan terkait penggunaan buddy system (tidak boleh bekerja atau masuk area kerja 

seorang diri) apabila pekerjaan dilakukan di area kerja yang berisiko tinggi; 

c. Melakukan pengendalian atas pekerja agar tidak melakukan perilaku berbahaya (unsafe act); dan 

d. Melakukan pengawasan dan memberikan teguran serta sanksi (apabila relevan) terhadap perilaku 

pekerja yang membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain, yang dapat menyebabkan 

terjadinya kecelakaan kerja. 

 

2. Dalam hal kepatuhan terhadap K3L, maka Pihak Kedua wajib: 
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a. Membuat Prosedur K3L mengenai keselamatan kerja untuk melaksanakan Perjanjian ini dan wajib 

diserahkan kepada Pihak Pertama serta wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak; 

b. Memperhatikan aspek-aspek terkait K3L dan wajib memiliki sistem prosedur pengelolaan K3L sendiri 

yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan unit kerja Pihak Pertama yang membidangi K3L, serta 

dapat menyerahkan laporan secara tertulis atas pelaksanaan K3L yang ditandatangani oleh unit kerja 

yang membidangi K3L dari masing-masing Pihak; 

c. Menyediakan Material Safety dan Data Sheet (MSDS) berbahasa Indonesia dan simbol-simbol K3L, 

apabila barang yang disediakan oleh Pihak Kedua merupakan bahan kimia, gas, dan bahan bakar 

yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); 

d. Menyediakan peralatan keamanan dan keselamatan (safety) minimal meliputi: 

1) Safety shoes atau boots sejumlah 1 (satu) pasang untuk masing-masing pekerja; 

2) Safety helmet sejumlah 1 (satu) pasang untuk masing-masing pekerja; 

3) Safety googles sejumlah 1 (satu) buah untuk masing-masing pekerja; 

4) Body harness double lanyard sejumlah 1 (satu) set untuk masing-masing pekerja; 

5) Hand gloves sejumlah 1 (satu) pasang untuk masing-masing pekerja; 

6) Safety vest dengan reflector sejumlah 1 (satu) buah untuk masing-masing pekerja; dan 

7) Masker atau buff sejumlah 2 (dua) buah untuk masing-masing pekerja. 

e. Melakukan review identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko pada tempat kerja 

yang berpotensi menimbulkan bahaya; 

f. Melakukan review Job Safety Analysis (JSA) dan Izin Kerja (Working Permit) yang diajukan oleh 

Pihak Pertama sebelum melaksanakan lingkup pekerjaan yang berpotensi bahaya; 

g. Menunjuk dan menetapkan Safety Officer yang memiliki kompetensi di bidang pekerjaannya; 

h. Berperan aktif memberikan safety brief (safety talk) pada setiap pekerja sebelum melaksanakan 

pekerjaan; 

i. Mendukung dan mengimplementasikan program penghematan energi (energy saving) berdasarkan 

International Organization for Standardization (ISO) terkait dengan pemanfaatan energi dalam 

konsumsi, penggunaan, dan sumber daya terbarukan secara efisien; 

j. Meningkatkan pengetahuan, keterlampilan, dan peningkatan kinerja K3L pada pekerja yang 

digunakan; 

k. Meminimalisasir dampak produk dan/atau jasa yang dipasok terhadap lingkungan, termasuk di 

dalamnya komitmen untuk mengelola limbah yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangan-undangan; dan 

l. Memastikan pekerja yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini telah memperoleh pengetahuan 

atau sosialisasi terkait program penghematan energi (energy saving) berdasarkan International 

Organization for Standardization (ISO). 

 

3. Ketentuan lebih lanjut terkait K3L tercantum dalam Lampiran-Lampiran dengan susunan hierarki Lampiran 

sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Perjanjian ini tentang Hierarki Dokumen. 

 

4. Dalam hal kepatuhan terhadap perlindungan Pekerja, maka Pihak Kedua wajib: 

a. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur dan mematuhi Konvensi International Labour 

Organization (ILO) tentang batas usia minimal untuk dapat bekerja; 

b. Mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan terkait upah minimum dan ketenagakerjaan; 

c. Tidak memberikan tekanan dan paksaan kepada pekerja untuk bekerja lembur dan praktik 

perbudakan; dan  

d. Memberikan kebebasan kepada pekerja untuk berserikat dan berkumpul sesuai ketentuan peraturan 

perundangan-undangan. 
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Pasal 27 

Kepemilikan Dokumen 

 

1. Seluruh dokumen yang dibuat oleh Pihak Kedua kepada/untuk Pihak Pertama selama pelaksanaan 

Perjanjian ini adalah hak Pihak Pertama, tetapi Pihak Kedua dapat memiliki salinan dokumen tersebut 

dalam bentuk hard copy maupun soft copy hanya untuk kepentingan administrasi pendokumentasian bagi 

Pihak Kedua. 

 

2. Hak atas kekayaan intelektual pada setiap hasil Perjanjian ini yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua untuk 

Pihak Pertama merupakan milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk 

memberikan, menjual, atau menyerahkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan secara tertulis dari Pihak 

Pertama. 

 

Pasal 28 

Hierarki Dokumen 

 

1. Seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini wajib dilaksanakan sesuai dengan prioritas interpretasi data 

dan/atau substansi dokumen-dokumen sebagaimana diurutkan dari yang tertinggi sampai dengan yang 

terendah sebagai berikut: 

a. Amendemen Perjanjian ini (apabila ada); 

b. Perjanjian ini; 

c. Lampiran 7; 

d. Lampiran 6; 

e. Lampiran 5; 

f. Lampiran 4; 

g. Lampiran 3; 

h. Lampiran 2; dan 

i. Lampiran 1. 

 

2. Dalam hal terdapat perbedaan data dan/atau ketentuan dalam Perjanjian ini antara satu dokumen dengan 

dokumen yang lainnya, maka Para Pihak sepakat bahwa untuk ketentuan hierarki dokumen mengacu 

pada hierarki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini yang berlaku dan mengikat Para 

Pihak. 

 

Pasal 29 

Daftar Lampiran 

 

Dokumen-dokumen di bawah ini merupakan Lampiran: 

a. Lampiran 1 : Persyaratan Pemberi Kerja (PPK) Pekerjaan: Pengadaan Center Tube 

6W1B53 Indarung VI Revisi 00 Nomor 

001428/LB.02.02/TOR/50003503/3000/05.2024 tanggal 28 Mei 2024; 

b. Lampiran 2 : Instruksi Kepada Peserta Pemilihan (IKPP) Pengadaan Center Tube 6W1B53 

Indarung VI WBS P2-24180-03-C-24 Nomor .............. tanggal .....................; 

c. Lampiran 3 : Berita Acara Aanwizjing Pengadaan Center Tube 6W1B53 Indarung VI Nomor 

… tanggal … … 2024; 

d. Lampiran 4 : Surat Pihak Kedua Nomor (REF) ………… tanggal …………… perihal 

Penawaran Teknis; 

e. Lampiran 5 : Surat Pihak Kedua Nomor (REF) …………. tanggal …………. perihal 

Negosiasi Harga; 

f. Lampiran 6 : Surat Pihak Pertama Nomor ................. tanggal ……….  perihal 

Pengumuman Pemenang No...........; 

g. Lampiran 7 : Sanksi bagi Pihak Kedua akibat Pelanggaran Peraturan K3L Pihak Pertama. 
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Pasal 30 

Korespondensi 

 

1. Setiap surat-menyurat, pemberitahuan, permintaan, dan komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini 

atau sehubungan dengan Perjanjian ini wajib dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan wajib 

dikirim oleh masing-masing Pihak kepada Pihak lainnya melalui e-mail, ekspedisi (kurir), atau jika secara 

langsung dengan mendapat tanda terima, ke alamat yang tersebut di bawah ini: 

 

Pihak Pertama 

PT Semen Padang 

Untuk Perhatian (u.p.) : Kepala Unit Produksi Terak 2 

Alamat : Jalan Raya Indarung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat 25237 

Nomor Telepon/Handphone : … 

E-mail : … 

 

Pihak Kedua 

PT ………… 

Untuk Perhatian (u.p.) : Direktur  

Alamat : .............. 

Nomor Telepon/Handphone : …………. 

E-mail : …………  

 

2. Informasi dan pemberitahuan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dianggap telah 

diterima dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Pada tanggal penerimaan sesuai tanda terima dari Pihak yang bersangkutan apabila surat menyurat, 

pemberitahuan-pemberitahuan, dan/atau komunikasi tersebut dikirimkan secara langsung; 

b. Pada tanggal penerimaan sesuai resi penerimaan apabila surat menyurat, pemberitahuan-

pemberitahuan, dan/atau komunikasi tersebut dikirimkan melalui ekspedisi (kurir) yang dibuktikan 

dengan resi penerimaan ekspedisi (kurir); atau 

c. Pada tanggal pengiriman apabila surat-menyurat, pemberitahuan-pemberitahuan, dan/atau 

komunikasi tersebut dikirimkan melalui e-mail dengan ketentuan:  

1) Pengecualian untuk tanggal pengiriman apabila sistem e-mail penerima mengirimkan pesan balik 

(bouncing message) bahwa e-mail tidak dapat diterima; dan 

2) Dalam hal pengiriman dilakukan bukan pada Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada 

Hari Kerja berikutnya. 

 

3. Masing-masing Pihak dapat melakukan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini 

dengan sebelumnya memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya. 

 

4. Dalam hal tidak terdapat pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, 

maka data yang sah yaitu data sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini. 

 

 Pasal 31  

Lain-Lain 

 

1. Dalam hal suatu kewajiban dilaksanakan pada Hari Kerja, tetapi hari tersebut bukan merupakan Hari Kerja, 

maka kewajiban tersebut akan dilaksanakan pada Hari Kerja berikutnya. 

 

2. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan 

berdasarkan hukum negara Republik Indonesia saat ini atau di masa mendatang, maka berlaku ketentuan 

sebagai berikut: 

mailto:partner@totalinpro.com
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a. Ketentuan tersebut akan dipisahkan seluruhnya dari ketentuan Perjanjian ini; 

b. Perjanjian ini akan ditafsirkan dan diberlakukan seakan-akan ketentuan yang tidak sah atau tidak 

dapat dilaksanakan tersebut tidak pernah menjadi bagian dari Perjanjian ini; 

c. Ketentuan lainnya dari Perjanjian ini akan tetap berlaku penuh dan tidak akan terpengaruh oleh 

ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut; dan 

d. Para Pihak akan melakukan upaya perbaikan terhadap ketentuan yang bertentangan dengan hukum 

atau peraturan perundang-undangan tersebut. 

 

3. Perjanjian ini beserta Lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan 

mengikat Para Pihak. 

 

4. Perjanjian ini tidak dapat dijadikan sebagai jaminan pengambilan kredit di bank dan/atau lembaga 

keuangan maupun pihak mana pun. 

 

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai 

cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

 

Pihak Pertama 

PT Semen Padang 

 

 

 

 

 

Pri Gustari Akbar 

Direktur Operasi 

Pihak Kedua 

PT ………. 

 

 

 

 

 

…………. 

Direktur 



LAMPIRAN 7 

SANKSI BAGI PIHAK KEDUA AKIBAT PELANGGARAN PERATURAN K3L PIHAK PERTAMA 

 

Denda Pelanggaran K3L 

 

PASAL 1 

Sebelum memulai kerja, setiap pekerja harus mengenali bahaya yang berkaitan 

dengan pekerjaan tersebut sehingga setiap pekerja dapat bekerja dengan aman. 

Pastikan juga setiap pekerja memakai alat pelindung diri (APD) yang sesuai 

dengan pekerjaan. 

DENDA 

(Rupiah) 

Tidak mematuhi rambu norma K3 di area kerja seperti rambu larangan merokok dan 

lainnya. 
500.000 

Tidak memasang safety line, barikade, rambu norma K3 di area yang mempunyai 

potensi bahaya (terjatuh, terperosok, dan lainnya). 
200.000 

Tidak menggunakan Alat Pelindung Diri saat bekerja, minimal: 

1. Baju kerja yang sopan dengan reflective atau reflective vest 

2. Safety helmet (helm safety) 

3. Safety shoes (sepatu safety) 

4. Safety glasses (kacamata safety) 

5. Pelindung telinga 

6. Masker, atau 

APD lain yang tidak dijelaskan secara khusus di klausul lainnya, untuk setiap jenis 

pekerjaan yang mempersyaratkannya. 

 

100.000 

100.000 

100.000 

100.000 

100.000 

100.000 

Tidak menggunakan: 

1. Pelindung wajah 

2. Apron (baju las) 

3. Sarung tangan 

Untuk setiap pekerjaan yang berpotensi timbulnya percikan api atau jenis pekerjaan 

yang mempersyaratkannya. 

 

100.000 

100.000 

100.000 

Tidak mengunakan: 

1. Full body harness 

2. Baju tahan api 

Untuk setiap pekerjaan yang mempersyaratkannya. 

 

500.000 

500.000 

Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kondisi rusak / tidak sebagaimana 

mestinya. 
100.000 

Memasuki area yang sedang atau sudah diisi dengan bahan peledak tanpa seizing 

KTT atau blaster yang sedang bertugas. 
500.000 

Memasuki area tambang dan memberikan izin seseorang yang memasuki area 

tambang tanpa memiliki MINE PERMIT dari KTT. 
500.000 

Tidak menggunakan platform kerja yang aman atau tanpa jaket pelampung saat 

beraktivitas didalam atau diatas air dengan kedalaman 1 meter atau lebih. 
300.000 



PASAL 2 

Bila anda bertugas mengawasi pekerjaan orang lain, pastikan mereka bekerja 

dengan aman dan memiliki ID Card yang sesuai dengan peraturan di area PT 

Semen Padang. 

DENDA 

(Rupiah) 

Pengawas tidak membuat JSA sebelum melakukan pekerjaan dan setiap perubahan 

tahapan pekerjaannya. 
500.000 

Pengawas tidak mensosialisasikan JSA kepada seluruh pekerja. 300.000 

Pengawas tidak memastikan seluruh pekerja mengikuti aturan maupun prosedur kerja 

aman suatu pekerjaan. 
500.000 

Pengawas tidak menegur / memastikan pekerja bertindak dengan aman. 500.000 

Pengawas tidak memastikan / memerintahkan pekerja bekerja di lokasi yang aman. 500.000 

Pengawas memerintahkan seseorang untuk mengoperasikan peralatan / kendaraan 

yang tidak memiliki SIM / SIO / SIMPPER yang sesuai dan masih berlaku. 
500.000 

Pengawas tidak mengurus prosedur ijin kerja sebelum melakukan pekerjaan 

(melengkapi asuransi kecelakaan untuk semua pekerjaan, logbook, wawancara ijin 

kerja, & pengisian IPDK, safety induction). 

500.000 

Pengawas tidak memastikan seluruh pekerjanya didaftarkan dalam pengurusan ijin 

kerja (masih ada pekerja yang tidak memiliki ID Card) termasuk pekerja menggunakan 

ID Card milik orang lain atau meminjamkan ID Card kepada orang lain. 

500.000 

Pengawas tidak mengembalikan ID Card pekerja setelah berakhirnya masa kontrak 

SPK / PO (sesuai jumlah ID Card yang tidak dikembalikan). 
@ 150.000 

Pengawas tidak menyediakan peralatan pendukung apabila terjadi ceceran dan / atau 

tumpahan bahan bakar minyak / produk cair lainnya (oil boom, oil spill dispersant, 

absorbent, dan lainnya). 

20.000.000 

Pengawas tidak mengelola/ mengatur aktivitas bongkar muat bahan baku & penolong, 

bahan bakar (minyak/produk cair lainnya/padat) diarea pelabuhan PT Semen Padang 

sehingga menghambat aktifitas bongkar muat lainnya selama: 

1. < 8 Jam 

2. > 8 Jam 

 

 

 

10.000.000 

20.000.000 

Pengawas tidak menyediakan peralatan tanggap darurat seperti: alat pemadam api 

ringan (APAR), Fire Blanket / material lain yang tidak mudah terbakar, jaket 

pelampung, obat P3K di area PT Semen Padang, termasuk area pelabuhannya. 

500.000 



PASAL 3 

Setiap pengemudi / operator harus menjalankan kendaraan peralatan angkat 

angkut dalam kondisi aman dan mengikuti peraturan lalu lintas / prosedur yang 

berlaku. 

DENDA 

(Rupiah) 

Mengemudi tanpa SIM / SIO / SIMPPER. 500.000 

Kendaraan/ peralatan angkat angkut tidak memiliki STNK / KEUR / Sertifikat (akta ijin) 

yang sesuai dan masih berlaku. 
500.000 

Pengemudi / operator yang mengoperasikan kendaraan / peralatan angkat angkut 

tidak menggunakan sabuk pengaman. 
200.000 

Pengemudi / operator harus mematuhi peraturan lalu lintas dan prosedur yang berlaku 

seperti rambu batas kecepatan di dalam pabrik 30 km/jam, rambu dilarang mendahului, 

rambu dilarang parkir, dan lain sebagainya. 

500.000 

Kondisi kendaraan / peralatan angkat angkut tidak aman: 

1. Rem tangan, rem kaki, dan rem angin tidak berfungsi / rusak 

2. Sistem kemudi kendur / rusak 

3. Lampu (sign / riting (depan & belakang), rem, depan, (kota & jauh), mundur, 

tanda bahaya / hazard, dim) tidak tersedia / berfungsi 

4. Klakson tidak tersedia / berfungsi 

5. Ban gundul / memiliki lapisan vulkanisir 

6. Oli hidrolis mengalami kebocoran 

7. Alarm mundur (alat berat) tidak tersedia / berfungsi 

8. Rotary lamp (alat berat) tidak tersedia / tersedia 

9. Limit switch (untuk crane) tidak tersedia / berfungsi 

 

500.000 

500.000 

500.000 

 

500.000 

300.000 

500.000 

500.000 

300.000 

500.000 

Peralatan kendaraan / alat angkat angkut  tidak sesuai persyaratan: 

1. Sabuk pengaman tidak tersedia / berfungsi 

2. Spion yang terpasang pada bagian depan dan sisi pintu penumpang tidak 

tersedia / berfungsi 

3. Safety cone / segitiga pengaman tidak tersedia / berfungsi 

4. Kotak P3K tidak tersedia dan kadaluarsa 

5. Ban cadangan tidak tersedia dan aus 

 

300.000 

300.000 

 

200.000 

100.000 

200.000 

Pengemudi kendaraan roda 2 membawa penumpang lebih dari 1 orang. 100.000 

Berkomunikasi melalui handphone pada saat mengemudikan / mengoperasikan 

kendaraan/peralatan angkat angkut. 
100.000 

Bak pada dump truck tidak tertutup (diterpali) dan berlubang / keropos. 200.000 

Pengemudi / operator mengangkut material melebihi bak kendaraan / peralatan angkat 

angkut yang menimbulkan ceceran / tumpahan material. 
200.000 

Pengemudi / operator mengangkut benda tanpa pengaman (diikat). 200.000 

Kendaraan dengan bak terbuka (pick up) tidak memiliki spanten atau memiliki spanten 

yang kurang dari 80 cm. 
200.000 

Pekerja berada diatas kabin kendaraan yang sedang berjalan. 200.000 

Mengendarai sepeda motor di dalam area tambang. 500.000 

Tidak memberikan tanda peringatan / klakson untuk aktifitas yang diharuskan 

memberikan tanda  tanda peringatan/klakson di area tambang. 
200.000 

Pengemudi / operator tidak mematuhi ketentuan jumlah kendaraan / peralatan angkat 

angkut yang memasuki dan beraktifitas di area bongkar muat termasuk area 

pelabuhan sehingga menimbulkan kemacetan dan menggangu operasional. 

500.000 

Kendaraan yang memasuki area operasional pabrik PT Semen Padang tidak memiliki 

identitas (misalnya: stiker) dari PT Semen Padang. 
500.000 



PASAL 4 

Setiap pekerja yang bekerja dengan resiko terjatuh dari ketinggian 1,8 meter atau 

lebih harus mematuhi persyaratan bekerja di ketinggian. 

DENDA 

(Rupiah) 

Tidak menggunakan peralatan maupun penyangga yang dilengkapi dengan lantai 

kerja dan pagar pengaman yang disetujui. 
500.000 

Tidak memasang life line pada anchor point dengan tepat dan aman (pada struktur 

kokoh) jika tidak ada fasilitas untuk mengaitkan full body harness. 
500.000 

Tidak menggunakan safety line mengamankan area yang berpotensi terdapat material 

jatuh dan melindungi lalu lintas peralatan maupun pekerja diatasnya. 
300.000 

Menjatuhkan benda dari atas tanpa adanya pengaman. 300.000 

Pemasangan scaffolding/perancah dilakukan oleh orang yang tidak memiliki 

kompetensi /bersertifikat scaffolder. 

300.000 

Menggunakan scaffolding yang tidak layak pakai, misalnya platform pijakan rusak, 

klem rusak, base scaffolding tidak layak pakai, pipa scaffolding berkarat dan keropos. 

300.000 

 

PASAL 5 

Bila setiap pekerja bekerja dengan alat yang memiliki komponen bergerak, 

pastikan anda telah mematikan peralatan tersebut, melakukan isolasi dengan 

memasang kunci isolasi (melakukan prosedur isolasi dan penguncian (draw in – 

draw out) atau LOTO (Log Out - Tag Out). Setiap pekerja dan atasan anda wajib 

mematuhi prosedur isolasi dan penguncian (draw in – draw out) atau LOTO. 

Setiap pekerja juga dilarang memindahkan pelindung / cover mesin atau 

melintasi mesin / peralatan saat sedang beroperasi. 

DENDA 

(Rupiah) 

Tidak melakukan isolasi dengan menerapkan prosedur LOTO (draw in – draw out) saat 

melakukan perbaikan peralatan / mesin yang bergerak. 
500.000 

Membuka pelindung mesin, grating, dan handrail yang kemudian tidak memasangnya 

kembali setelah pekerjaan selesai. 
500.000 

 

PASAL 6 

Setiap pekerjaan yang melakukan pekerjaan khusus seperti confined space / 

area terbatas, pekerjaan panas di lokasi yang dekat dengan bahan mudah 

terbakar, pekerjaan penggalian, pekerjaan di ketinggian (1,8 meter atau lebih) 

dan bekerja dengan peralatan listrik lebih dari 600 volt maka wajb mendapatkan 

ijin kerja dan mengikuti ketentuan yang berlaku. 

DENDA 

(Rupiah) 

Tidak melengkapi ijin kerja khusus yang mempersyaratkan dan disetujui oleh 

pengawas PT Semen Padang sebelum melakukan pekerjaan. 
300.000 

Tidak menerapkan / melaksanaan persyaratan yang tercantum dalam form ijin kerja 

khusus. 
100.000 

Menggunakan peralatan pemadam kebakaran (APAR) untuk kegiatan yang bukan 

memadamkan kebakaran. 
500.000 

 

PASAL 7 

Setiap pekerja tidak diperbolehkan bekerja dalam pengaruh alkohol dan obat-

obatan karena akan membuat anda tidak siap untuk bekerja. 

DENDA 

(Rupiah) 

Bekerja dalam pengaruh alkohol dan obat terlarang. 1.000.000 



PASAL 8 

Setiap pekerja yang menemukan atau melihat adanya insiden  atau nyaris celaka, 

atau melihat adanya bahaya, dimana berpotensi mengakibatkan cedera atau 

kecelakaan di area operasional PT Semen Padang harus melaporkannya. 

DENDA 

(Rupiah) 

Tidak melaporkan insiden atau kecelakaan kepada pengawas pekerjaan & K3 PT 

Semen Padang. 
300.000 

Membuat berita palsu / menutup-nutupi informasi insiden / kecelakaan yang 

sebenarnya. 
300.000 

Apabila dari hasil investigasi terjadinya kecelakaan aktifitas kontraktor ditemukan 

pelanggaran K3 (tidak membuat JSA, prosedur kerja tidak dipenuhi, atau pelangaran 

lainnya) maka denda diatur dalam bagian 2. 

Lihat pada 

bagian 2 di 

bawah 

Menyebarluaskan foto kecelakaan dan informasi rahasia perusahaan ke pihak luar 

tanpa seijin dari PT Semen Padang. 
500.000 

 

PASAL 9 

Setiap pekerja harus menggunakan peralatan kerja (peralatan listrik dan 

mekanik) dalam kondisi aman. 

DENDA 

(Rupiah) 

Menggunakan peralatan listrik / mekanik yang kondisinya rusak / tidak aman, misalnya: 

mesin gerinda tanpa pelindung, palu retak, tusuk kontak kabel yang buruk / tidak ada, 

kabel yang terkelupas, sambungan yang buruk, dan lainnya. 

200.000 

Menggunakan sumber listrik pada tempat yang tidak ditentukan dan belum ijin kepada 

PT Semen Padang. 
500.000 

Membiarkan kabel, soket, maupun plug yang teraliri listrik (>100 V) tidak dalam kondisi 

baik (kawat terbuka). 
500.000 

Menggunakan arde tidak langsung sebagai grounding pada saat melakukan 

pengelasan. 
1.000.000 

Menggunakan selang buruk, usang, dan bocor yang terpasang pada tabung gas 

bertekanan. 
200.000 

Meletakkan tabung gas bertekanan di area kerja dengan posisi tidak berdiri dan diikat. 100.000 

Mengangkat tabung gas bertekanan (isi / kosong) dengan menggunakan crane tanpa 

dilengkapi dengan keranjang. 
100.000 

Memindahkan tabung gas bertekanan dengan cara menggelindingkannya pada tanah 

/ lantai kerja. 
100.000 

Tetap menggunakan tabung gas bertekanan yang telah dipasang danger tag. 100.000 



PASAL 10 

Setiap pekerja dapat melakukan kegiatan pengangkatan atau penurunan muatan 

menggunakan alat berat dan manual harus sesuai persyaratan dan dipastikan 

dalam kondisi aman. 

DENDA 

(Rupiah) 

Mengoperasikan alat angkat angkut (crane / mobil crane / forklift / loader, dll) tanpa 

SIO / SIMPPER yang sesuai dan masih berlaku. 
500.000 

Alat angkat angkut tidak memiliki sertifikat akta ijin yang sesuai dan masih berlaku. 500.000 

Menggunakan peralatan angkat angkut yang tidak sesuai dengan SWL material yang 

diangkat. 
1.000.000 

Menggunakan alat bantu angkat (chain block, lever block, jack, sling, shackle) yang 

tidak sesuai dengan SWL material yang diangkat. 
300.000 

Menggunakan peralatan angkat angkut dalam kondisi rusak dalam aktifitas 

pengangkatan. 
1.000.000 

Menggunakan alat bantu angkat (chain block, lever block, jack, sling, shackle) dalam 

kondisi rusak dalam aktifitas pengangkatan. 
300.000 

Pekerja berada dibawah / berdekatan dengan material yang sedang diangkat. 300.000 

Operator crane tidak mengeluarkan seluruh outrigger pada seluruh sisi-sisinya (kanan 

- kiri bagian depan belakang) dan atau landasan outrigger tidak kuat dan stabil. 
1.000.000 

Mengangkut penumpang diatas atau didalam kabin peralatan angkat angkut. 100.000 

Berdiri di garpu forklift, bucket loader dan alat angkat angkut lainnya. 200.000 

Menggunakan hook pada crane, chain block, dan lever block yang tidak memiliki safety 

latch. 
300.000 

Tidak tersedia rigger dan signalman yang kompeten saat pengangkatan berlangsung. 300.000 

 

PASAL 11 

Semua pekerja yang berada dalam lingkungan PT Semen Padang wajib menjaga 

kebersihan area. 

DENDA 

(Rupiah) 

Membuang sampah tidak pada tempat yang telah disediakan. 100.000 

Tidak melakukan pembersihan material sisa / bekas setelah melakukan pekerjaan di 

area secara rutin. 
300.000 

Tidak menyediakan tempat sampah portable (kantong plastic, bak sampah, dan 

lainnya) dan melakukan pembersihan secara rutin di area kerja saat melakukan 

pekerjaan. 

100.000 

Tidak berkoordinasi dengan PT Semen Padang dalam hal tempat pembuangan 

material bekas. 
300.000 



PASAL 12 

Kegiatan loading dan unloading matrial limbah B3 wajib menunjukan izin-izin 

terkait pengangkutan limbah B3 yang masih berlaku sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, seperti Izin Rekomendasi Pengangkutan dari KLH, Izin 

Pengangkutan dari Dinas Perhubungan dan lainnya. 

DENDA 

(Rupiah) 

Rekomendasi KLH Pangangkutan Limbah Berbahaya dan Beracun habis masa 

berlaku. 
500.000 

Izin Dirjen Perhubungan Darat / Laut untuk Pengangkutan Bahan Berbahaya habis 

masa berlaku. 
500.000 

Tidak terpasang simbol-simbol limbah B3 berukuran minimal 25x25 cm pada 

kendaraan pengangkutan limbah B3. 
200.000 

Dokumen manifest limbah B3 dilengkapi dengan sticker barcode. 300.000 

Pengangkutan material limbah B3 tidak disertai dengan MSDS yang berbahasa 

Indonesia. 
300.000 

Aktifitas bongkar muat: 

1. Material B3 

2. Limbah B3 

Di dalam area PT Semen Padang termasuk pelabuhannya tidak meminta ijin dan tidak 

mendapatkan persetujuan dari PT Semen Padang. 

 

500.000 

1.000.000 

 

Kecelakaan 

Untuk kejadian kecelakaan yang terjadi di area PT Semen Padang dimana berdasarkan hasil investigasi apabila 

aktifitas Kontraktor atau Pihak Kedua ditemukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Ada pelanggaran terhadap peraturan K3 

b. JSA (Job Safety Analysis) atau SOP yang diperlukan tidak dibuat 

c. Persyaratan dalam JSA atau SOP tidak dipenuhi 

d. Pekerja tidak disosialisasikan ketentuan K3 

e. Pekerja tidak kompeten 

 

Maka selain bertanggung jawab terhadap biaya untuk pengobatan dokter / rumah sakit, pengurusan asuransi, 

dan biaya perbaikan fasilitas yang rusak juga mendapatkan denda sebagai berikut: 

 

Tipe Kecelakaan Denda (Rupiah) 

Maksimal 

Kecelakaan 

Setahun 

Lama 

Dilarang 

Bekerja 

Injury    

First Aid Injury 500.000 5 kali - 

Cedera Ringan 1.000.000 3 kali 6 bulan 

Cedera Berat 2.500.000 3 kali 1 tahun 

Kematian (Fatality) 10.000.000 - 2 tahun 

Property Damage    

< 10.000.000 1.000.000 5 kali - 

10.000.000 – 50.000.000 5.000.000 3 kali 6 bulan 

50.000.000 – 100.000.000 10.000.000 2 kali 1 tahun 

< 100.000.000 20.000.000 - 2 tahun 

 


